BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendapatan negara adalah hak pemerintah pusal yang diakui sebagni
penambah kekayaan bersih vang terdiri atas penerimasn  perpajakan,
penerimann negard: bukan pajak. dan penefimaan hibah (Undang-Undang
Republik Indonesia Nomoer 20 Tahun 2019). Penerimaan perpajakan menjadi
sumber ity pendapatan pemerintsh dari ketiga bidang tersebut. Pajak adalah
kewajibar vang harus dibayar warga negara kepads pemerintah sebagai bentuk
tanggung jawab dan banluan kepada pemenntah dalam melaksanokan
adminisirosi pemerintahan dengan tujusn untuk  memakmurkan warga

Negaranyu.
Tabel 1. ! Sumber Penerimaan Negara Tafun :nk&;&tz
{ Milyar Rupinh)
Sumber Penerimaan Fenerlmaan Hibah
Penerimann Negara Perpajakan Bukan Pajak 2
2022 Rp 1.924.937.50 | Rp 510.929,60 [ Rp L0O10.70
2021 Rp 1534784110 | Rp 45849300 | Re 501300
2020 Rp 1.285.136,32 | Rp 34381431 | Rp 1883282
Jule Rp 134614150 | Rp 40899430 | Rp 549730
2018 _ Rp | 318.789.80 | Rp409320.20 | Rp 1556490

Sumber : www bas goid, data diolah oleh penulis
Penenmaan perpajakan dimanfasikan pemernniah untuk menjalankan
pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahterann umum di berbagai
scktor kehidupan. Pemerintah dari tahun ke tahun semakin  intensif
melaksanakan pengoptimalan pajak untuk memperbaiki sistem perpajakan ke
arah yang lebih baik lagi guna meningkatkan penerimaan negara. Salah satu

inisiatif yang dilakukan pemerintah yaitu menaikkan tax ratio secara bertahap



melalui kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung pengusaha dalam negeri
untuk mengembangkan usahanya. Angka far ratic mencerminkan sejauh mana
warga negara mematuhi kewajiban perpajakannya dan kapasitas administrasi
pajak untuk memungut pajak dari wajib pajak (Arofah, 2018). Hal ini berarti

semakin tinggi rax ratio pajak suatu ne ar, maka kinega suatu negara dalam

b oy Mdkm*#Wﬂ mericd e i

merupakan upaya pengurangan pembayaran pajak secars ilegal (Darmawan &
Sukartha, 2014). Menurut Suandy (2017:6), penghindaran pajak adalah
rekayasa tax affairs dengan tetap dalam parameter ketentuan perpajakan
{fawfial), sedangkan penyelundupan pajak berada di luar parameter peraturan
perpajakan (unlavful).



Tindakan penghindaran pajak secara umum dipandang sebagai tindakan
vang legal karena lebih banyak mengambil celah vang ada dalam peraturan
perpajakan vang berlaku {faw/fu/) (Pradipta & Suprivadi, 2015). Hal ini tidak
diinginkan oleh pemenntah karena bertolak belakang dengan harapan
pemerintah yaitu perusahasn membayar pajaknya tanpa menggunakan
meknonisme penghindaran pulak.mm terlibat datam penghindaran
pajak dapat meniikkan profitabilitas, namun pengumngan pajak tersebut
berpengarul terhadop bantuan kepadn pemerintahi dalam  pembangunan
maupun progrom-program sosial lain. schingga perusahaan bisa tergolong
tidak bertanggung jawab secara sosial (Pradipta & Suprivadi, 2015),

Kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia pada sektor

pangan yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) pada tahum 2007 dengan

tuktik menjual batu barn ke PT Indocoal Resource Limited yaitn anak
perusahann PT Bumi Resource Thk. Penjualan hanya dihargai separuh harga
dani harga vang seharusnva. Kemudian PT Indocoal Resource Limited menjual
kembali kepada pembeli lain dengmn hargs KPC seperti bissanya
(bisnis.tempo.co, 2010), Kasus loin terjadi pada tahun 2019 yaitu PT Adaro
Energy Thk yang melakukan skema transfer pricing dengan memindahkan
sejumlah laba yang dihasilkan ke anak perusahaznnya di Singapura (Coaltrade
Services fiternational) selama tahun 2009-2017. Laporan tersebut dilaporkan
oleh lembaga nirlaba Glabal Witness, tercatat PT Adaro Energy membayar
pajak lebih rendsh scbesar USS 125 juta dan jumlah vang seharusnya

dibayarkan di Indonesia (cnbe, 2019). Akibat dari penghindaran pajak yang



dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut adalah laba yang dilaporkan kepada
Indonesia menjadi lebih rendah. sehingga pembayaran pajak ke kas negara
menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.

Terdapat bebarapa faktor yang dapat menyebabkan adanya penghindaran
pajak, fiktor pertama yaitu Corparate Sowial Respansibiliny (CSR). Perusahaan

dipenuhi apalagi kewajibannya membayar pujak kepada negara (Wibawa,
2020).

Faktor lain yang bisa mempengaruhi penghindaran pajak adalah ukuran
perusahaan. Ukuran perusahaan diyakini mampu berpengaruh pada bagaimana
sebuah  perusahaan memenuhi  kewajiban  pajaknya. Secarn  umum,




perbandingan vkuran besar alau kecilnya suatu objek dapat digunakan untuk
menentukan ukuran perusahaan (Dewi & Noviari, 2017). Ukuran perusahaan
merupakan skala atau nilai yang bisa mengelompokkan suatu perusahaan ke
dalam ketompok besar atau kecil berdasarkan total aset perusshaan, nilai pasar
saham, rata-rata tingkat penjualan, danjumlah penjualan. Semakin tingg total
aset perusahaon mensndakan I;‘kﬂrntmpuusuham semakin besar pula,
schinggp MRS yanm SIRE SR RSE runtCEE Ry, penusahiaan bim
melakukan penghindaran pajak atos setiap transaksi yang terjadi;
Perusahaan Heiatlk:m berada di bﬂwahmm _pe:m'rinmh, maka
dapat terjadi kecenderungan bagi para mandjer perusahaan untuk bertindak
agresif atau tunduk {Dharmawan & Sukarta, 2014). Perusahaan yang masuk ke
dalam kategori perusuhaan besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya
untuk melakukan pengelolaan pajak. Perusahaan dengan skala kecil tidak bisa
mengurus beban pajaknya secars efektif karena kekeurangan ahli dalam
perpajakan (Dharmawan & Sukartha, 2014). Mah:ihiihl;jdihm sumber
daya manusia yang ke di bidang perpajakan supaya pengelolaan pajak
pmlhmdwdljﬂhimm maksimal untuk menekan beban pajaknya.
Praktik wn@mmmhﬂw: oleh faktor lain vaitu
rasio keuongan yang akan ctlgnmhmknn dengan profitabilitas dan feverage.

Profitabilitas adalah penjelasan kinerja keusngon perusahaan dalam mengelala
asetnya untuk menghasilkan laba yang disebut dengan Return On Axet (ROAL

ROA adalah pengukur laba bersih berdasarkan seberapa besar perusahaan

memakai aset tersebut. Semakin tinggi nilai ROA. maka laba perusahaan juga



semakin tinggi sehingga bisa dikatakan semakin baik perusahaan dalam

mengelola asetnya.
Namun disisi lain semakin tinggi laba perusahaan berdampak pada beban
pajak yang semakin tinggi pula, hal ini menjadikan laba perusahaan menjadi
an praktik penghindarm pajak

(Salmun, 2017).

Leverage adalah jumiah utang yang digunakan perusshaan dalam
melakukan pembiayaan. Dalam pembiayaan utang terdapat sebagian biaya
bunga pinjaman yang dapat mengurangi dalam penghasilan kena pajak. Hal ini
berdampak pada tindakan penghindaran pajak karena pihak manajamen akan



memanfaatkan celah dalam hal pembiayaan utang supaya bisa memperkecil
laba peruszhaan. dengan besarnya biaya bunga akan mengakibatkan rendahnya
beban pajak perusahaan.

Capital intensity menjelaskan mengena tingkat investasi vang difakukan
perusahaan terhadap aset tetap pe

man. Menurut Dayanara er af (2019)

i & Noviar (2017)
lap penghindaran pajak.
Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibawa (2020) memaparkan
bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Davanara e of (2019) memaparkan



Sedangkan hasil yang berbeda diuji oleh Prasetyo & Wulandari (2022)

pajak.

Penelitian terdshulu yang dilakukan oleh Salmun (2017) memaparkan
bahwa profitabilitas berpengaruh _positif terhadap penghindaran pajak.
Sedangkan penelifiin yang fipta & Supriyadi 2015)

negatif terhadap penghing

Kebaharuan dalam penelitian ini menambahkon variabel Cupiral
Intensity don menggunakan perusahaan sector pertambangan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022, sedangkan pada penelitian
terdahulu rata-rata menggunakan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BET). Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, peneliti



menetapkan untuk menguji penelitian dengan judul Pengarun Corporate
Social Responsibility (CSR), Ukuran Perusahaan, Profitabllitas, Leverage,
dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan
Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2018.2022).

1.2, Rumusan Masalah

izl ]

Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity secara simultan berpengaruh
terhadap penghindaran pajak perusahaian?



10

1.3. Tujuan Penelltian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah yang telah diungkapkan,
I.  Untuk menguji dan menganalisis apakah Corporate Social Respensibility
an terhadap penghindarun pajak

1. Bagi Akoademisi
Penelitian ini bermanfaat untuk menguji apakah faktor-faktor seperti
Corporate Social Responsibilin: (CSR), Ukuran Perusahaan, Profitabilitas,
Leverage, dan Capital Intensite dapat mempengaruhi penghindaran pajak
pada perusahaan pertambangan dan sebagai tambahan bahan referensi
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pembaca.
2. Bagi Investor
Penelitian ini memberi manfaat bagi investor untuk bisa memilih
perusahaan mana yang lebih baik uniuk diinvetasikan dengan cara menguji

Asset Ratio (DAR), dan capital intensity.
2. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penclitian ini yaitu perusshaan
sector pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI),
3. Periode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 2018-2022.
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